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Judul :Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Kantor Pelayanan   

 Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan 

 

Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Mampang Prapatan selama 40 hari 

kerja, sejak tanggal 11 Juli 2016 hingga 31 Agustus 2016. 

Praktikan ditempatkan pada seksi penagihan. Selama menjalani praktik, 

praktikan mendapat berbagai tugas yang berhubungan dengan pembelajaran 

akuntansi yang dipelajari di perkuliahan, tugas-tugas tersebut diantaranya: 

1. Melakukan perekaman penghitungan kembali (recalculate) penghapusan 

sanksi administrasi pajak karena permohonan wajib pajak dalam Surat 

Keputusan 

2. Melakukan pemindahbukuan 

3. Mencari pelunasan tunggakan (penyesuaian positif akibat tax amnesty) 

4. Membuat laporan pengawasan penagihan Mampang Prapatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan banyak pembelajaran,  

wawasan, serta pengalaman bagi praktikan dalam menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat mahasiswaharus dapat lebih membuka diri dalam menerima perubahan-

perubahan yang terjadi.Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin banyak pula persaingan sumber daya manusia. 

Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 

memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan 

dalam praktik.PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata 

yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan 

etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di perkuliahan.Selain itu, 

PKL juga sangat bermanfaat untuk menambah softskill dan interaksi mahasiswa 

terhadap lingkungan dunia kerja. 

Dengan pemberian keterampilan ini, diharapkan mahasiswa dapat bersaing 

di dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 

menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Pemberian keterampilan ini juga 

ditujukan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat 

bersaing, baik dari segi kualitas intelektual, maupun keterampilannya, dan juga 

mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika industri dan organisasi 

berdasarkan permasalahan yang ada. 
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Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk dapat berorganisasi, 

lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan, serta mampu berkomunikasi yang 

baik dengan karyawan.Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

keterampilan, etika, disiplin, kemampuan, dan tanggung jawab. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari PKL ini adalah:  

1.Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program 

Studi S1 AkuntansiFakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai dunia kerja secara nyata 

3.Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja. 

Salahsatunyayaitu memperkenalkan kerja sama dalam dunia kerja, rasa 

tanggung jawab yang harusdimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa 

yang harus didahulukan, serta solusi danpengambilan keputusan pada 

permasalahan-permasalahan 

4.Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta integritas yang 

harus dimiliki olehmahasiswa 

 

Tujuan dari PKL ini adalah:  

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama 

duduk di bangku perkuliahan, tidak hanya sebatas mengetahui teorinya 

saja, tetapi dapat mempraktikan secara langsung 
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2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilanmahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi 

3. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Mulai dari berinteraksi, 

bersosialisasi, dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja 

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 

sikap disiplin,tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif 

yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan 

5. Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakan 

pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya 

6. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur, serta mampu 

bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara 

 

C. Kegunaan PKL 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, mahasiswa, 

dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain:  

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)  

a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku 

perkuliahan melalui praktik kerja di lapangan 

b. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja 

c. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi 

perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan lapangan 

kerja  

d. Memperdalam, meningkatkan keterampilan, serta kreativitas praktikan 
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e. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang 

terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat, khususnya di 

lingkungan kerja 

 

 2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja 

yangsebenarnya 

b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait 

c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja 

d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan 

perusahaansehinggaperguruantinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia 

usaha 

e. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga 

 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan  

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan. Praktikan dapat membantu merekap hasil 

data yang diperlukan, baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) 

maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak 
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c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan 

memasuki dunia kerja, serta secara tidak langsung perusahaan telah 

memperkenalkan, dan membuka informasi yang dimilikinya 

d. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan 

oleh perusahaan atau lembaga yang terkait 

e.  Membangun kemitraan agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 

akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 

integritasnya 

f. Untuk dapat menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara 

Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Mampang Prapatan Jakarta Selatan 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Mampang Prapatan.Instansi ini dipilih karena bidang kerjanya sesuai 

dengan program studi praktikan. Selain itu, praktikan ingin mengetahui lebih 

banyak tentang perpajakan, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga mempunyai lokasi yang 

cukup dekat dengan tempat tinggal praktikan. 
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Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan 

PKL:  

Nama Perusahaan :Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan 

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu No 1, Jakarta Selatan 12780.  

Telepon : 021-7990016, 021-7990020  

Faximile  : 021-7991035  

Website  :http://www.pajak.go.id  

Email : pengaduan@pajak.go.id 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Waktu pelaksanaan PKL ini yaitu dua bulan, telah dilaksanakan mulai 

tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 2 September 2016, bertempat di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.  

Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL : 

1. Tahap Persiapan  

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus suratpermohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang 

ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Setelah 

surat permohonan dibuat, praktikan memberikan surat permohonan PKL ke 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatanpada akhir bulan 

Juni, hingga akhirnya Praktikan mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan pada pertengahan Bulan Juli. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 

empat belas hari. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Mampang Prapatanselama dua bulan, dimulai pada tanggal 11 Juli 2016 sampai 

dengan 2 September 2016 yang dilaksanakan setiap hari kerja, dimulai pukul 

08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan waktu istirahat dari pukul 12.00 

sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL selama tiga bulan, tetapi praktikan baru 

benar-benar fokus untuk mempersiapkan laporan PKL di bulan Januari 2017 dan 

selesai di bulan Februari 2017. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A.Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern 

yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi 

Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat 

kebijakan maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi 

kebijakan.  

Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak. Kantor Pajak 

dibagi atas tiga jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

(Karipka), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Struktur yang berbasis 

fungsi yang diterapkan kepada KPP dengan sisitem administrasi yang modern 

untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan 

pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis 

resiko unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibedakan berdasarkan segmentasi 

Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, KPP Pratama. Dengan 

pembagian seperti ini, diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak 

pun dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga 

hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. 

Pada tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan dua Kantor 

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada bulan Juli Tahun 2002 untuk 
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mengadministrasikan 300 Wajib Badan terbesar di seluruh Indonesia sebagai Pilot 

Project. Karena program modernisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Wajib Pajak (KPPWP) besar dianggap cukup berhasil, maka konsep yang 

kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada KPP lain secara bertahap, 

dimana sampai akhir tahun 2007, 22 Kanwil dan 202 KPP (3 KPP WP besar, 28 

KPP Madya, dan 171 KPP Pratama) telah berhasil dimodernisasi. Pada akhir 

Tahun 2006, struktur organisasi KPP Direktorat Jenderal Pajak disempurnakan 

bersamaan dengan penerapan administrasi modern. 

Pada tahun 2008, seluruh kantor diluar Jawa dan Bali akan 

dimodernisasikan dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan 

seluruh Kantor Pajak yang ada di daerah tersebut. Perbedaan utama antara KPP 

Pratama dengan KPP Wajib Pajak Besar maupun Madya antara lain adalah adanya 

seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama, sehingga dapat dikatakan pula KPP 

Pratama merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk 

manambah rasio perpajakan di Indonesia.  

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah ini dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. 

KPP Pratama akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi bukan sebagai 

lembaga yang memutuskan keberatan.Struktur organisasi KPP Pratama dibuat 

berdasarkan fungsi pajak, bukan jenis pajak. 
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Account Representetive (AR) memiliki tugas antara lain memantau 

keadaan wajib pajak dan penghubung wajib pajak untuk berkonsultasi. 

Keberadaan AR di setiap KPP Pratama merupakan bentuk peningkatan pelayanan 

wajib pajak. Dengan perubahan struktur organisasi baru, maka wajib pajak akan 

dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin saling keterbukaan.  

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program reformasi 

birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 

2002.Ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.Terbentuknya KPP Pratama ini secara 

otomatis menghapus Kantor Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan 

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka).Langkah ini diambil sebagai 

bagian dan usaha meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan personal dalam pelaksanaan good governance. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaMampang Prapatan mempunyai 

visi dan misi yaitu sebagai berikut:  

Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 

perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat, dengan 

integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

 

 

 



11 
 

 
 

Misi  

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sistem Administrasi perpajakan yang 

efisien dan efektif. 

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah mengambil langkah-

langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, 

petunjuk, atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan  

2. Mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak  

3. Terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak  

 

Tugas  

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  
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Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas KPP Pratama menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, 

penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum 

perpajakan 

2.Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.  

3. Penyuluhan perpajakan  

4. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak  

5. Pelaksanaan pemeriksaan pajak  

6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak  

7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan  

8. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi  

9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak  
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B. Struktur Organisasi  

 

Sumber : Data Diolah oleh Penulis 

Gambar I.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 

tentang organisasi dan tata kerja instansi verifikasi Direktorat Jenderal Pajak, 

struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Mampang Prapatan 

disusun sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a.Tata usaha dan kepegawaian  

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha 

dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan 

dan pengadaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha 

kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran 

tugas kantor itu sendiri 

b.Keuangan  

Tugasnya adalah menyusun anggaran dan administrasi keuangan untuk 

pembiayaan administrasi kantor dan penggajian para pegawai KPP 

Pratama  

c.Bagian Rumah Tangga  

Tugasnya adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan keperluan 

perlengkapan agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan 

Pajak. 
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2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

Adapun tugas dari seksi ini adalah mengkoordinasikan urusan pengolahan 

data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi 

perpajakan, serta ekstensifikasi wajib pajak, dan intensifikasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 

pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi elektronik, 

pengaplikasian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SESMIOP), dan 

Sistem Informasi Geografi (SIG), serta penyajian laporan kinerja.  

 

3. Seksi Pelayanan  

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi atau tugas yaitu melakukan penetapan 

dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, 

serta melakukan kerjasama perpajakan.  
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4. Seksi Penagihan  

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan 

angsuran, tunggakan pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

Selain itu, seksi penagihan juga bertugas untuk mengurus permintaan 

pemblokiran harta, mengonfirmasi utang pajak sehubungan dengan kelebihan 

pembayaran pajak PPh pasal 25 atau 29 Badan, membuat rencana pengamanan 

penerimaan tiap seksi di KPP, mengirimkan data tunggakan pajak nasabah, 

menyimpan berkas penagihan WP, dan membuat surat teguran dan surat paksa. 

Kurang lebih seksi penagihan bertanggung jawab pada tujuh hal pokok, 

yaitu membuat surat teguran, surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening, 

penjualan barang sitaan secara lelang, pencegahan wajib pajak untuk ke luar 

negeri, dan penyanderaan wajib pajak. 

 

5. Seksi Pemeriksaan  

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan 

perpajakan lainnya. 
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6. Seksi Ekstensifikasi  

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan 

potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek-objek 

pajak dalam rangka ekstensifikasi. 

 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV  

Seksi Waskon masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan himbauan kepada wajib 

pajak dan Konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis 

kerja wajib pajak, serta melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.  

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa 

Pejabat fungsional pemeriksa melaksanakan tugasnya yaitu berkoordinasi 

dengan seksi pemeriksaan dan bertanggungjawab secara langsung kepada 

Kepala Kantor KPP Pratama. 

b. Pejabat Fungsional Penilai 

Pejabat fungsional penilai melaksanakan tugasnya, yaitu berkoordinasi 

dengan seksi ekstensifikasi dan bertanggungjawab secara langsung kepada 

Kepala Kantor KPP Pratama. 
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C. Kegiatan Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan 

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah salah satu kantor 

administrasi pajak di area Jakarta Selatan .Waktu beroperasi mulai Senin hingga 

Jumat dari pukul 8.00 pagi hingga 16.00 sore. 

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatanmelakukan hitung, setor, dan 

lapor semua pajak perusahaan secara online.Online pajak adalah sebuah sistem 

adminstrasi pajak yang terpadu, dengan prosedur langkah demi langkah.Sistem 

OnlinePajak memastikan seluruh laporan akurat, dapat dibaca, dan ringkas sesuai 

dengan peraturan pajak Indonesia. 

Target penerimaan pajak di tahun 2016 dariKantor Pelayanan Pajak 

Pratama Mampang Prapatan adalah 3.19 trilliun, Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1 adalah 51,41 trilliun, dan Direktorat Jenderal 

Pajak adalah 1.360 trilliun. 

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan memiliki berbagaiseksi.Dimana 

setiap seksinya memiliki kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan.Kegiatan 

tersebut rutin dilakukan oleh setiap bagian.Kepala KPP menerima konsep 

penerbitanketetapan pajak atau produk hukum serta menelitinya.Kepala subbagian 

umum menerima arsip non berkas wajib pajak yang diserahkan oleh seksi-seksi 

terkait dengan membuat berita acara, memantau, dan mengawasi pelaksanaan 

tugas pemrosesan berkas/arsip.Seksi pengolahan data dan informasi menyusun 

laporan kegiatan seksi, menyampaikan laporan kegiatan seksi kepada kepala 

kantor. Seksi pelayanan mengusulkan program penyuluhan perpajakan kepada 
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kepala kantor. Kepala seksi penagihan menugaskan juru sita pajak untuk membuat 

surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), dan surat 

permintaan, meneliti konsep surat teguran, surat paksa, SPMP, dan surat 

permintaan, pemblokiran, serta menyampaikannya kepada kepala kantor untuk 

ditetapkan. Kepala seksi pemeriksaan menerima, meneliti, dan memaraf serta 

menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak kepada kepala 

Kantor.Kepala seksi pengawasan dan konsultasi menugaskan AR untuk 

melaksanakan bimbingan/himbauan kepada wajib pajak atas ketentuan perpajakan 

yang berlaku, serta konsultasi teknis perpajakan dari permasalahan Wajib Pajak 

yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.Kepala seksi ekstensifikasi 

perpajakan menyusun laporan kegiatan seksi ekstensifikasi KPP.Account 

Representativemembuat laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak,dan 

laporan tindak lanjut hasil kunjungan kerja tersebut, serta menyampaikan ke 

kepala seksi pengawasan dan konsultasi (waskon). Operator Console memproses, 

menganalisa, dan menyajikan informasi perpajakan 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja  

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Mampang Prapatan yang berlangsung selama dua bulan, Praktikan 

ditempatkan di seksi penagihan.Seksi penagihan merupakan satuan kerja KPP 

Pratama Jakarta Mampang Prapatan.Praktikan diberikan tugas sebagai teknis dan 

juga membantu pekerjaan juru sita negara. 

Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

menjalani kegiatan PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang 

Prapatan : 

 

1. Mengantarkan permintaan data utang pajak ke seluruh seksi yang ada 

dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan 

2. Melakukan pengarsipan : Mencatat surat masuk dan keluar, serta 

menginput disposisi 

3. Melakukan perekaman penghitungan kembali (recalculate) penghapusan 

sanksi administrasi pajak karena permohonan wajib pajak dalam surat 

keputusan 

4. Belajar menghitung berbagai sanksi administrasi pajak (denda pasal 7 

KUP, bunga pasal 8 (2) atau pasal 8 (2a) KUP, bunga pasal 9 (2a) atau 

pasal 9 (2b) KUP, dan denda pasal 14 (4) KUP 

 

20 
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5. Mengelompokkan wajib pajak berdasarkan juru sita negaranya masing-

masing di SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) 

6. Scan data Surat Tagihan Pajak (STP), SKP (Surat Ketetapan Pajak), dan 

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) hasil pemeriksaan dan 

verifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, serta surat 

pemberitahuan pailit, dan lembar pengawasan arus dokumen  

7. Membuat surat untuk pihak eksternal, surat pengantar, dan tanda terima 

surat 

8. Membuat data nama-nama wajib pajak yang pindah 

9. Mencari tanggal produk hukum atau tanggal SKP wajib pajak berdasarkan 

no. SKSSP di SIDJP.  

10. Melakukan pemindahbukuan 

11. Membuat surat teguran dan surat paksa di SIDJP, kemudian dikirim ke 

rumah masing-masing wajib pajak  

12. Menangani berkas SPMP (surat perintah melakukan penyitaan) 

13. Membuat berita acara pemberitahuan surat paksa dan berita acara 

pemberitahuan surat perintah melakukan penyitaan) 

14. Menjawab permohonan SPMP (surat perintah melakukan penyitaan) atas 

wajib pajak 

15. Mencari pelunasan tunggakan (penyesuaian positif akibat tax amnesty) 

16. Mengirim surat permintaan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak ke 

semua bank 

17. Membuat laporan pengawasan penagihan Mampang Prapatan  
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18. Menindaklanjuti surat dari Kanwil DJP Jaksel I mengenai prognosa 

penerimaan Kanwil DJP Jaksel I s.d. Desember 2016 

19. Menulis nama WP yang bisa ditegur dari sistem informasi dan monitoring 

SIDJP 

 

B. Pelaksanaan Kerja  

Dalam pelaksanaan kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Mampang Prapatan, praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan dan 

memahami berkas-berkas yang akan digunakan selama PKL.Praktikan dituntut 

memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan.  

Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 11 Juli 2016 sampai 

dengan 02 September 2016 di bagian Seksi Penagihan. 

Pada hari pertama, praktikan menemui kepala seksi penagihan untuk 

diberikan pengarahan.Setelah itu diperkenalkan kepada pegawai-pegawai yang 

ada di seksi tersebut.Praktikan selalu dibimbing terlebih dahulu sebelum diberikan 

tugas-tugas oleh para pegawai, maupun kepala seksi. 

 Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 

kegiatan PKL di Seksi Penagihan: 

1. Mengantarkan permintaan data utang pajak ke seluruh seksi yang ada 

dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.  

Berikut adalah langkah-langkah mencetak permintaan data utang pajak 

atau yang biasa disebut DUP : 
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a. Buka website SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)  di 

http://sidjp:7777/reports/rwservlet?DFT_SISA_TGH&p_user=304960 

b. Input NPWP wajib pajak yang dimintai daftar sisa utang pajaknya 

c. Lalu cetak, dan kirimkan ke seksi lain yang meminta data tersebut. 

Jika yang meminta data tersebut adalah kantor pajak lain, maka 

langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

a. Membuat disposisi, lalu tulis di buku surat masuk 

b. Mengkonfirmasi daftar sisa tagihan pajak yang sudah jatuh tempo dan 

belum di SIDJP, lalu dicetak 

c. Buat surat jawaban konfirmasi utang pajak 

d. Buat surat pengantar 

e. Tulis di buku surat keluar 

f. Masukkan data sisa tagihan pajak, surat jawaban konfirmasi utang 

pajak, serta surat pengantar tersebut ke dalam amplop, lalu diberikan 

kepada bagian umum dan kepatuhan internal untuk kemudian 

dikirimkan ke kantor pajak yang bersangkutan lewat pos 

g. Simpan tanda terima pengiriman surat tersebut 

 

2. Melakukan pengarsipan 

Mencatat surat masuk dan keluar, serta menginput disposisi. Setiap 

diterima atau dikeluarkan surat, maka harus dicatat di dalam buku surat 

keluar dan buku surat masuk, begitu pula jika ada tamu wajib pajak yang 

datang harus dicatat dalam buku tamu. 

http://sidjp:7777/reports/rwservlet?DFT_SISA_TGH&p_user=304960
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Jika ada surat yang butuh persetujuan kepala seksi untuk sekedar 

pemberitahuan atau membagi tugas ke masing-masing juru sita, harus 

dilampirkan disposisi terlebih dahulu. 

 

3. Melakukan perekaman penghitungan kembali (recalculate) penghapusan 

sanksi administrasi pajak karena permohonan wajib pajak dalam surat 

keputusan 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

a. Buka website SIDJP 

dihttp://sidjp10.intranet.pajak.go.id:7777/reports/rwservlet? 

b. Masukkan username dan password kepala seksi penagihan  

c. Klik aplikasi administrasi 

d. Klik penagihan regular user, lalu klik rekapitulasi tunggakan atas 

penambahan dan pengurangan 

e. Bisa juga lewatklik penagihan super user, laluklik tunggakan pajak, 

lalu klik ubah tunggakan pajak, kemudian masukkan selisih kurangnya 

Jika pada berkas tersebut tertulis berdasarkan No. 91/PMK.03, maka 

sanksi administrasi tersebut dikabulkan penghapusannya, baik sebagian 

maupun seluruhnya, sedangkan jika tertulis berdasarkan No.8/PMK.03, 

maka sanksi administrasi tersebut tidak dikabulkan penghapusannya. 

 

http://sidjp10.intranet.pajak.go.id:7777/reports/rwservlet
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4. Belajar menghitung berbagai sanksi administrasi pajak (denda pasal 7 

KUP, bunga pasal 8 (2) atau pasal 8 (2a) KUP, bunga pasal 9 (2a) atau 

pasal 9 (2b) KUP, dan denda pasal 14 (4) KUP 

Pasal 7: sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 

untuk SPT Masa PPN apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu 

paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak.Sanksi administrasi 

berupa denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya apabila SPT 

tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama dua puluh hari setelah 

akhir masa pajak.Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 

untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan apabila SPT tidak 

disampaikan dalam jangka waktu paling lama empat bulan setelah akhir 

tahun pajak. Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk 

SPT Tahunan PPh WP orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir 

tahun pajak paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.  

Pasal 8 ayat (2) UU KUP.Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT 

Pasal 8 ayat (2) karena SPT yang sebelumnya mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar.Sanksi pajaknya yaitu 2%per bulan atas jumlah pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir 

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 

1 (satu) bulan. 

Pasal 8 ayat (2a) UU KUP. Wajib Pajak membetulkan sendiri 

SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Dua 

persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 
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jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP.Pajak berdasarkan SPTMasa yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. 

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.Pembayaran atau penyetoran pajak 

berdasarkan SPT Tahunanyang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

penyampaian SPT Tahunan. 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya 

batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan 

Pasal 14 (4) 

a.  2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila pengusaha yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat 

faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu 

b.  2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila pengusaha yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi 

faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 

selain: 

1)  Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 

huruf bUndang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
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perubahannya; atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf 

g Undang-Undang Pajak PertambahanNilai 1984 dan 

perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan olehPengusaha 

Kena Pajak pedagang eceran; 

2) 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak apabila Pengusaha 

Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak 

 

5. Scan data Surat Tagihan Pajak (STP), SKP (Surat Ketetapan Pajak), dan 

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) hasil pemeriksaan dan 

verifikasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, serta surat 

pemberitahuan pailit.  

Surat-surat yang masuk ke seksi penagihan ini perlu discan terlebih 

dahulu sebelum dimasukkan ke gudang, agar mempermudah juru sita 

ketika ada wajib pajak yang meminta softcopy bukti surat tagihan pajak 

atau surat ketetapan pajak mereka, atau ketika ada seksi lain yang 

membutuhkan data ini 

 

6. Membuat surat untuk pihak eksternal, surat pengantar, dan tanda terima 

surat. 

Ketika seksi penagihan membutuhkan data wajib pajak dari KPP 

lain, seksi penagihan perlu membuat surat untuk pihak eksternal, 
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dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala seksi, 

dan sebelum mengirim lewat pos, harus mempunyai tanda terima surat 

bahwa surat tersebut sudah dikirim.  

 

7. Membuat rekonsiliasi harian: Mencari tanggal produk hukum atau tanggal 

SKP wajib pajak berdasarkan no. SKSSP di SIDJP. 

Dari sini, kita akan mendapatkan data NPWP, Nama WP, No. 

produk hukum, jenis produk hukum, tanggal produk hukum, tanggal jatuh 

tempo, masa pajak, tahun pajak, sisa nilai SKP, nilai SKP, nilai bayar, 

status tagih, tanggal pelunasan, no. surat teguran, dan no. surat paksa 

 

8. Melakukan pemindahbukuan 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

a. Buka website SIDJP di 

:http://sidjp10.intranet.pajak.go.id:7777/reports/rwservlet? 

b. Masukkan username dan password kepala seksi penagihan  

c. Klik aplikasi administrasi 

d. Klik penagihan super user, laluklik tanggungan pajak 

e. Klik ubah pelunasan pajak 

f. Klik informasi detail 

g. Masukkan data dari berkas untuk penyamaan saldo, jika ada data yang 

double (akibat sama-sama melakukan perhitungan dengan DJP 

Kanwil), maka isi kolom yang bertuliskan pemindahbukuan xxx tidak 

http://sidjp10.intranet.pajak.go.id:7777/reports/rwservlet
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boleh dihapus, yang dihapus adalah yang keterangannya tidak 

bertuliskan pemindahbukuan. Jika ada data dalam berkas yang belum 

dientry, maka tetap dientry terlebih dahulu agar menghasilkan saldo 0. 

 

9. Membuat surat teguran dan surat paksa di SIDJP, kemudian dikirim ke 

rumah masing-masing wajib pajak. Langkah-langkah membuat surat 

teguran atau surat paksa dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Seksi penagihan hanya mencetak surat teguran dan surat paksa, 

yang menginput surat ini adalah waskon 2, 3, dan 4 yang bertugas dalam 

segi pemeriksaan, sedangkan waskon 1 bertugas dalam segi fiskal. Ia 

menggali SKB. Tidak menggali potensi penerimaan. 

 

10. Menangani berkas SPMP (surat perintah melakukan penyitaan) 

Sebelum juru sita melakukan penyitaan, juru sita harus memegang 

surat perintah melakukan penyitaan. Isi dalam SPMP ini adalah nama 

wajib pajak, tanggal surat paksa, no surat paksa, pajak terutang, dan nama 

juru sita yang bertanggung jawab. 

Pasal 16 PP 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam 

rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Besarnya biaya penagihan 

pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap  

pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 

setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
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11. Membuat berita acara pemberitahuan surat paksa, dan surat perintah 

melakukan penyitaan. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 

Surat paksa dikeluarkan beserta surat pemberitahuan surat paksa. 

Surat ini diantarkan langsung oleh juru sita ke rumah wajib pajak. 

Berisikan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa surat paksa itu 

diantarkan. Siapa nama wajib pajak. Berapa jumlah utang pajak. 

Pada kasus surat sita, setelah juru sita menyita segala barang-

barang wajib pajak, maka tiga hari setelahnya, harus dibuat berita acara 

pemberitahuan SPMP. Berisikan nama wajib pajak, nama juru sita yang 

bertanggung jawab, dan apa saja barang yang disita. Apakah barang 

bergerak atau tidak bergerak.Terletak di mana.Berapa kisaran harganya. 

 

12. Mencari pelunasan tunggakan (penyesuaian akibat tax amnesty).  

Penyebab penyesuaian positif adalah pelunasan tunggakan dan 

pencabutan permohonan, sedangkan yang menyebabkan penyesuaian 

negatif adalah himbauan yang tidak terealisasi, penghentian pemeriksaan 

dan bukti permulaan. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 

Lampiran  12 
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13. Mengirim surat permintaan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak ke 

semua bank.  

Ketika wajib pajak berpotensi untuk tidak membayar utang 

pajaknya, maka juru sita mengeluarkan surat permintaan pemblokiran 

harta kekayaan wajib pajak tersebut ke semua rekening bank yang ia 

miliki. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran  13 

 

14. Membuat laporan pengawasan penagihan Mampang Prapatan yang status 

tagihnya kurang.  

Wajib pajak yang pada suatu periode mempunyai status tagih pajak 

kurang bayar akan dimasukkan dalam laporan pengawasan. Kemudian 

laporan ini akan dibawa untuk pertanggungjawaban seksi penagihan suatu 

KPP di Kantor DJP 

 

15. Menulis nama WP yang bisa ditegur dari sistem informasi dan monitoring 

SIDJP 

Sebelum membuat surat teguran, maka terlebih dahulu wajib pajak 

yang dapat ditegur dicatat untuk kemudian dibuatkan surat tegurannya. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan 

Jakarta Selatan, praktikan dihadapi dengan berbagai kendala. Berikut kendala 

yang dihadapi praktikan:  

1.Terkendala saat pembimbing menyuruh untuk melakukan sesuatu tugas, 

tetapilangkah-langkah pengerjaannya cukuprumit 

2.Adanya misskomunikasi antara pembimbing dan praktikan 

3. Saat melakukan suatu pengerjaan, terkadang jaringan komputer 

mengalamigangguan. Sistem komputer yang kurang efisien menghambat 

kinerja praktikandalam segi waktu. Praktikan pun masih perlu banyak 

berlatih agar dapatmengoperasikan sistem komputer dengan cepat 

 

D. Cara Mengatasi Kendala  

Agar tidak terus menerus terganggu dengan kendala-kendala yang 

dihadapi, Praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat mengerjakan 

pekerjaan dengan baik. 

Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah:  

1.Setiap melakukan pekerjaan dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Untuk itu 

perlunya dilakukan pengecekan kembali dalam melakukan setiap 

tugas.Praktikan juga perlu mencatat langkah-langkah dalam melakukan suatu 

pekerjaan agar tidak lupa. Praktikan juga dapat meminta agar pembimbing 

memantau terlebih dahulu pekerjaan praktikan, untuk kemudian dibiarkan 

mengerjakan tugas secara mandiri. 
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2.Ketika pembimbing memberi informasi carapengerjaan sebuah tugas, 

praktikanperlu fokus, memperhatikan dengan baik, serta teliti, kemudian 

meminta agarpembimbing memantau terlebih dahulu pekerjaan praktikan, 

untuk kemudiandibiarkan mengerjakan tugas secara mandiri.Setelah itu, 

langkah-langkahpengerjaannya dicatat. Dan dikonfirmasi kepada 

pembimbing agar ketikadiminta untuk mengerjakan tugas yang sama di 

kemudian hari tidak perlu bertanya kembali kepada pembimbing. 

3.Praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara mengoperasikan kembalijaringan 

yang bermasalah. Selanjutnya, praktikan diberikan tempat dankomputer lain 

untuk sementara waktu menunggu beroperasinya jaringan padakomputer 

praktikan. Selain itu, praktikan perlu memaksimalkan pengerjaanpenginputan 

data, terutama dalam manajemen waktu, agar tidak ada waktuyang terbuang 

sia–sia, dan pekerjaan bisa selesai tepat waktu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kegiatan PKL yang dilakukan di KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta 

Selatan selama dua bulan memberikan banyak pelajaran yang tidak didapatkan 

dibangku perkuliahan seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi, produktif, 

memperbaiki sikap, tanggung jawab, sopan santun, dan lain-lain.Dalam hal ini 

pembelajaran tersebut sangatlah berguna sebagai bekal dalam menghadapi 

lingkungan dunia kerja.  

Selama melakukan PKL di KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta 

Selatan, praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan 

yaitu : 

1.Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional yang berlangsung pada 

Seksi Penagihan KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yaitu 

bidang perpajakan 

2.Praktikan dapat mengetahui dan memahami hubungan kerja antar seksi di KPP 

Pratama Mampang Prapatan Jakarta Selatan 

3.Praktikan dapat mengetahui sistem penagihan pajak dan cara 

pengaplikasiannya 

4.Praktikan dapat melakukan perhitungan sanksi administrasi pajak dan 

mengaplikasikannya pada sistem yang telah disediakan ditempat PKL 
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5.PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada praktikan 

6.Praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, berhati-hati, dan penuh analisis 

dalam melaksanakan pekerjaan 

 

B. Saran  

1. Saran Bagi Praktikan :  

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik, sikap, 

maupun keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL 

b. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan 

c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja 

 

2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta :  

a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL 

b. Universitas Negeri Jakarta menjalin hubungan yang baik dengan 

perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar proses pelaksanaan 

PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian hari.  
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3. Saran Bagi KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta Selatan:  

a.  KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta Selatanagar dapat 

meningkatkanpelayanan dalam pengadministrasian terhadap masyarakat 

b.  Mengganti beberapa CPU maupun komputer yang sudah tidak layak untuk 

digunakan 

c. Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di KPP 

PratamaMampang Prapatan Jakarta Selatan 
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Lampiran 1 – Surat Permohonan Pelaksanaan PKL  
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Lampiran 2 – Jawaban Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 3 – Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Mampang 

Prapatan  
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Lampiran 4 – Logo Kantor Pelayanan Pajak 
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Lampiran 5 – Rincian Kegiatan PKL harian
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Lampiran 6 – Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 7 – Penilaian PKL
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Lampiran 8 – SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) 
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Lampiran 9 – Membuat Rekonsiliasi Harian 
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Lampiran 10 – Surat tegur dan surat paksa 
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Lampiran 11 – Berita acara pemberitahuan surat paksa dan sita 
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Lampiran 12 – Laporan prognosa pajak disesuaikan akibat tax amnesty 
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Lampiran 13  – Surat Pemblokiran Rekening ke Bank 
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Lampiran 14 – Surat Ketetapan Direktur Jenderal Pajak atas penyampaian PMK 

08 danPMK 91 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi 
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Lampiran 15 –Rekalkulasi tunggakan atas penambahan dan/atau pengurangan 

sanksi administrasi pajak 
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Lampiran 16 – Surat permintaan Data Utang Pajak (sisa tagihan pajak) 
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Lampiran 17 – Membuat Surat teguran
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Lampiran 18 – Produk hukum yang bisa ditegur 
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Lampiran 19 - Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak 
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Lampiran 20 – Lembar konsultasi PKL 
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